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ABSTRACT 

The transformation of electronic government has become an urgent necessity in efforts 
to enhance efficiency, transparency, and accountability in regional governance in the 
digital era. One of the key instruments supporting this transformation is the Regional 
Government Information System (SIPD), as regulated in Presidential Regulation 
Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). 
However, the implementation of the Regional Government Information System at the 
Regional Human Resources Development Agency of South Sumatra Province still 
faces various challenges, such as limited technological infrastructure, low digital 
literacy among civil servants, and resistance to change. This research employed a 
descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, 
observations, and documentation. The research informants were civil servants working 
within the Regional Human Resources Development Agency of South Sumatra 
Province. the results of the study indicate that the implementation of the Regional 
Government Information System has had a positive impact on the integration of 
planning, reporting, and evaluation data, although there are still obstacles such as 
technological limitations and human resource capacity gaps. The supporting factors 
for successful transformation include leadership commitment, digital competency 
training for civil servants, and regulatory support, while the main inhibiting factors are 
the uneven distribution of infrastructure and the lack of digital skills among civil 
servants. In conclusion, the transformation of electronic government through the 
Regional Government Information System at the Regional Human Resources 
Development Agency of South Sumatra Province has shown positive developments. 
However, further efforts are needed to strengthen human resource capacity and 
improve technological infrastructure to optimize the system in the future. 
Keywords: Digital Transformation, Electronic Government, Regional Government 
Information System.  
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ABSTRAK 

Transformasi e-government menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya meningkatkan 
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah di era digital. Salah satu 
instrumen utama dalam mendukung transformasi ini adalah Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, 
implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai 
tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur sipil 
negara, serta resistensi terhadap perubahan. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Informan penelitian adalah aparatur sipil negara (ASN) di 
lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan telah membawa dampak positif terhadap integrasi data 
perencanaan, pelaporan, dan evaluasi, meskipun masih terdapat hambatan berupa 
keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Faktor pendorong keberhasilan 
meliputi komitmen pimpinan, pelatihan ASN, dan dukungan regulasi, sedangkan 
faktor penghambat utamanya adalah ketidakmerataan infrastruktur dan kurangnya 
kompetensi digital ASN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa transformasi e-
government melalui SIPD di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sudah 
menunjukkan perkembangan positif, namun diperlukan upaya penguatan kapasitas 
ASN serta peningkatan infrastruktur teknologi untuk optimalisasi sistem di masa 
mendatang.  
Kata Kunci: Transformasi Digital, E-Government, Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerapan e-government didukung oleh kebijakan nasional yang diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) dan kebijakan ini diperkuat melalui Rencana Induk Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan mewujudkan pemerintahan 

yang terintegrasi dan efisien (Isnaeni & Nurcahyanto, 2024). Salah satu komponen 

utama SPBE adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD), yang bertujuan untuk mengintegrasikan data 

pembangunan di tingkat daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 

membantu pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

program-program pembangunan dengan pendekatan berbasis data (Karundeng et al., 

2021; Sari & Syafina, 2022).  

Menurut Kementerian Dalam Negeri, Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

(SIPD) dirancang untuk mengatasi masalah klasik dalam tata kelola pemerintahan 

daerah, seperti duplikasi data, kurangnya transparansi, dan ketidakefisienan dalam 

proses perencanaan anggaran. Di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah menjadi salah satu institusi yang berperan dalam 

mendukung implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), khususnya 

dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, masih ada 

kendala untuk implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Beberapa 

tantangan yang dihadapi meliputi:
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1. Kurangnya Pemahaman ASN: Banyak ASN yang belum sepenuhnya 

memahami cara kerja Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sehingga 

membutuhkan pelatihan tambahan. 

2. Infrastruktur Teknologi yang Terbatas: Beberapa daerah di Sumatera Selatan 

masih menghadapi kendala jaringan internet yang tidak stabil. 

3. Resistensi terhadap Perubahan: Sebagian pegawai menunjukkan resistensi 

terhadap sistem baru, yang dianggap lebih kompleks dibandingkan metode 

konvensional. 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bertujuan untuk mengintegrasikan 

data pemerintahan daerah ke dalam satu sistem yang komprehensif. Dengan sistem ini, 

pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui 

analisis data yang lebih akurat dan transparan (Karundeng et al., 2021). Di sisi lain, 

transformasi e-government tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi yang 

memadai, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.  

Oleh karena itu, peran institusi pengembangan SDM seperti Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi 

sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas 

pengembangan kompetensi ASN, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mendorong 

transformasi e-government melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). 

Namun, hingga saat ini, kajian terkait efektivitas implementasi Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD) dalam konteks pengembangan SDM di Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih 
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terbatas. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai hambatan dan peluang 

dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat menjadi dasar 

bagi pengambilan keputusan yang lebih efektif. 

Salah satu penerapan utama transformasi digital di sektor publik adalah e-

government, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK). E-government menawarkan berbagai manfaat, 

seperti efisiensi operasional, peningkatan transparansi, dan pengurangan biaya 

administrasi. E-government memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung 

proses administrasi, meningkatkan aksesibilitas data, dan memperbaiki interaksi 

antara pemerintah dengan masyarakat (Irma et al., 2023). Berbagai negara telah 

mengadopsi e-government sebagai strategi utama untuk mendukung tujuan 

pembangunan berkelanjutan. 

Fakta ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan 

bahwa keberhasilan e-government sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, 

keterampilan SDM, serta dukungan regulasi yang memadai. Sebagai contoh, studi 

yang dilakukan oleh Nugroho & Purbokusumo (2020) menyebutkan bahwa tingkat 

pembangunan TIK lebih dari 50% masih berada dalam kondisi rendah dan sangat 

rendah.  Salah satu tantangan terbesar yang dialami para Aparatur Sipil Negara (ASN) 

di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi 

Sumatera Selatan adalah faktor usia, terutama bagi mereka yang sudah uzur. Seiring 

bertambahnya usia, kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

informasi cenderung mengalami hambatan. 

Para ASN yang sudah lanjut usia sering kali menghadapi kesulitan dalam 

memahami dan mengoperasikan sistem berbasis teknologi, seperti Sistem Informasi 
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Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berbagai aplikasi e-government lainnya. Hal ini 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pemahaman terhadap 

konsep digital, kebiasaan menggunakan metode kerja konvensional, serta penurunan 

daya ingat dan kecepatan belajar. Selain itu, ketidakterbiasaan dalam menggunakan 

perangkat digital, seperti komputer dan aplikasi berbasis daring, juga menjadi kendala 

utama. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dapat terganggu. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat, seperti pelatihan yang berkelanjutan, 

bimbingan dari rekan kerja yang lebih muda, serta pengembangan sistem yang lebih 

ramah pengguna agar para ASN yang lebih tua dapat beradaptasi dengan perubahan 

teknologi informasi secara lebih baik. Adapun kesiapan e-government suatu negara 

tergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya ekonomi, manusia, 

teknologi, kesediaan atau minat pemerintah dalam memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat, kecukupan infrastruktur dan penyediaan layanan, aksesbilitas 

konten, kegunaan dan keakuratan informasi digital dan e-service, bahasa, kepercayaan 

dan kerahasiaan. 

Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur 

 

Sumber: Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 

Tabel di atas menunjukkan komposisi pegawai di BPSDMD Provinsi Sumatera 

Selatan berdasarkan kelompok umur. Dari total 81 pegawai, mayoritas berada dalam 
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rentang usia 51-60 tahun, yaitu sebanyak 40 orang atau 50% dari total pegawai. 

Sementara itu, kelompok usia di atas 60 tahun berjumlah 6 orang atau sekitar 6%. Data 

ini mendukung pernyataan sebelumnya bahwa salah satu tantangan utama dalam 

penggunaan teknologi informasi di lingkungan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan 

adalah faktor usia. Dengan lebih dari separuh pegawai berusia di atas 50 tahun, 

kemungkinan besar terjadi kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem digital seperti 

SIPD dan aplikasi e-government lainnya. Kelompok usia yang lebih muda, seperti 

pegawai berusia 21-30 tahun dan 31-40 tahun, memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit, 

masing-masing hanya 1 orang (2%) dan 5 orang (6%). Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah pegawai yang lebih terbiasa dengan teknologi masih sangat terbatas, sehingga 

diperlukan upaya tambahan dalam memberikan pelatihan serta bimbingan bagi 

pegawai yang lebih tua agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan 

teknologi informasi. 

Gambar 1 Kecepatan Wi-Fi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Berdasarkan hasil uji kecepatan internet yang ditampilkan pada gambar, terlihat 

bahwa kecepatan unduhan (download) sebesar 29.96 Mbps dan kecepatan unggahan 

(upload) mencapai 46.93 Mbps. Meskipun kecepatan unggahan tergolong cukup 
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tinggi, kecepatan unduhan yang lebih rendah dapat menjadi kendala bagi Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam mengakses 

berbagai layanan digital, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan 

platform e-government lainnya. Selain itu, faktor latensi (ping) yang rendah memang 

menunjukkan koneksi yang stabil, tetapi ketidakseimbangan antara kecepatan unduhan 

dan unggahan dapat menyebabkan hambatan dalam pengolahan data yang 

membutuhkan akses cepat dan responsif. Masalah ini semakin diperparah dengan 

kemampuan ASN yang sudah uzur dalam beradaptasi dengan teknologi informasi. 

Dengan kecepatan internet yang tidak selalu optimal, ASN yang kurang terbiasa 

dengan sistem digital akan mengalami kesulitan dalam mengakses dan 

mengoperasikan aplikasi berbasis daring. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi kerja, 

keterlambatan dalam pelaporan, serta hambatan dalam implementasi transformasi e-

government di lingkungan BPSDMD. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur 

jaringan dan pelatihan teknis bagi ASN sangat diperlukan untuk memastikan 

keberlanjutan dan efektivitas sistem administrasi berbasis digital. 

Tabel 2 Negara-negara yang memiliki tingkat perkembangan e-

government di Asia Tahun 2024 

 

Sumber: United Nations Department of Economic and Social Affairs (E-

government Survey 2024 
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Berdasarkan laporan United Nations E-government Survey 2024, Indonesia 

berada pada peringkat 64 dari 193 negara dalam indeks e-government kalah dengan 

Singapura yang berada di peringkat 3 dalam indeks e-government, hal ini 

menunjukkan adanya kemajuan tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan. 

Kondisi ini sejalan dengan temuan Nurlaila et al., (2024), yang menyebutkan 

bahwa keberhasilan e-government di Indonesia sering kali terhambat oleh rendahnya 

literasi teknologi di kalangan pegawai pemerintahan. Libert et al., (2016) menekankan 

bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh 

aspek manusia, budaya organisasi, dan manajemen perubahan. Dalam konteks Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), tiga faktor utama yang perlu diperhatikan 

adalah: 

1. Kesiapan Organisasi: Kesiapan organisasi, termasuk pelatihan SDM dan 

dukungan pimpinan, memainkan peran penting dalam memastikan 

keberhasilan transformasi. 

2. Infrastruktur Teknologi: Infrastruktur yang memadai, seperti perangkat keras, 

perangkat lunak, dan jaringan internet, menjadi dasar keberhasilan Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). 

3. Kolaborasi Antarlembaga: Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan institusi pengembangan SDM diperlukan untuk memastikan 

integrasi data dan program yang efektif. 

Para ahli sepakat bahwa transformasi e-government tidak dapat berhasil tanpa 

dukungan manajemen perubahan yang efektif. Heeks (2006) dalam teorinya tentang 

e-government failure, menjelaskan bahwa kegagalan e-government sering kali 

disebabkan oleh kesenjangan antara desain teknologi dan realitas implementasi di 
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lapangan. Berdasarkan analisis awal, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan 

untuk meningkatkan keberhasilan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Provinsi Sumatera Selatan meliputi: 

1. Pengembangan Modul Pelatihan Digital: Membuat modul pelatihan berbasis 

e-learning agar ASN dapat belajar secara fleksibel. 

2. Penguatan Infrastruktur: Mengalokasikan anggaran tambahan untuk 

memperbaiki infrastruktur internet di daerah-daerah yang tertinggal. 

Scholl (2010) mendefinisikan transformasi sebagai proses perubahan mendalam 

yang terjadi dalam organisasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK). Transformasi e-government melalui Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD) adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata 

kelola pemerintahan daerah di era digital. Namun, keberhasilan implementasi Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sangat bergantung pada kesiapan SDM, 

infrastruktur teknologi, dan manajemen perubahan. Penelitian ini berfokus pada Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan salah satu instansi kunci 

dalam pengembangan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil 

negara (ASN). Melalui kajian mendalam, penelitian ini akan mengidentifikasi 

tantangan dan peluang dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 

serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat peran ASN dalam 

mendukung keberhasilan sistem tersebut di tingkat daerah. 

Urgensi penelitian ini didorong oleh beberapa faktor utama yang terkait dengan 

peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam mendukung tata kelola 
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pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berbasis data. Pertama, kebutuhan untuk 

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

semakin mendesak di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja 

pemerintah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menawarkan solusi 

teknologi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola data secara lebih 

efektif, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. 

Namun, keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak 

hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sumber 

daya manusia, khususnya ASN, yang akan mengoperasikan dan memanfaatkan sistem 

tersebut. 

Kedua, transformasi digital atau e-government telah menjadi agenda global yang 

diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui 

berbagai kebijakan dan inisiatif telah mendorong percepatan transformasi digital di 

berbagai sektor, termasuk pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi salah satu instrumen penting yang diharapkan 

dapat mendorong percepatan tersebut. Namun, tanpa adanya kajian yang mendalam 

mengenai kesiapan dan kapabilitas pemerintah daerah, termasuk dalam hal 

pengembangan kompetensi ASN, implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

(SIPD) berisiko mengalami hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. 

Ketiga, fokus penelitian ini pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi sangat relevan mengingat peran strategis 

lembaga ini dalam pengembangan kapasitas ASN di wilayah tersebut. Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki 

tanggung jawab besar dalam memastikan ASN memiliki kompetensi yang memadai 
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untuk mendukung keberhasilan program-program pemerintah, termasuk dalam hal 

penguasaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). 

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang 

tidak hanya bermanfaat bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan, tetapi juga dapat diadaptasi oleh instansi pemerintah 

lainnya yang sedang atau akan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah 

Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki potensi besar 

dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam hal 

pengelolaan informasi dan data yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Salah satu 

keunggulan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah kemampuannya 

untuk mengintegrasikan berbagai fungsi pemerintahan, mulai dari perencanaan, 

penganggaran, hingga pelaporan, dalam satu platform digital yang komprehensif. 

Dengan adanya integrasi ini, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko kesalahan 

dan inefisiensi yang sering kali terjadi akibat pengelolaan data yang terpisah-pisah atau 

tidak sinkron (Nasution, 2021). Lebih lanjut, Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

(SIPD) juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola 

pemerintahan. Data yang dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

(SIPD) dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, 

sehingga meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Selain itu, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga dapat membantu 

mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat daerah, karena data yang 

diperlukan dapat diakses dan dianalisis secara real-time oleh para pengambil 

kebijakan. 
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Namun, untuk dapat memaksimalkan potensi Sistem Informasi Pemerintah 

Daerah (SIPD), dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang 

memadai dan infrastruktur sarana prasarana. Di sinilah peran Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi sangat penting, 

karena lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ASN di daerah 

memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan teknologi yang berkembang. Oleh 

karena itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan rekomendasi yang dapat 

membantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan dalam merumuskan strategi pengembangan infrastruktur dan kompetensi ASN 

yang lebih efektif, terutama dalam mendukung implementasi Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD). 

Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, penelitian ini akan 

memberikan rekomendasi praktis yang relevan untuk meningkatkan kompetensi ASN 

sekaligus memperkuat sistem e-government di tingkat daerah. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengadopsi 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan mengembangkan kapasitas ASN, 

sehingga transformasi digital di Indonesia dapat berjalan dengan lebih cepat dan 

efektif. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah: 

1. Sejauh manakah transformasi e-government melalui website Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, 
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dan akuntabilitas sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 

2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)? 

2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan 

bagaimana solusi untuk mengatasi resistensi perubahan serta keterbatasan 

infrastruktur yang ada? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka ditariklah rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui sejauh manakah transformasi e-government melalui website 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan amanat Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik) 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat oleh Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan 

mengetahui solusi apa saja untuk mengatasi resistensi perubahan serta 

keterbatasan infrastruktur yang ada.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini ialah: 
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1. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori transformasi digital dan e-

government dalam sektor publik, khususnya dalam pengelolaan 

pemerintahan daerah. 

2. Memperkaya literatur tentang implementasi dan evaluasi Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. 

3. Menyumbang pemahaman teoritis tentang faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilan adopsi teknologi informasi di organisasi pemerintahan. 

4. Menjadi dasar untuk penelitian lanjutan mengenai efektivitas sistem 

informasi pemerintahan dalam mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

A. Bagi Mahasiswa 

1. Memberikan contoh nyata penerapan teori transformasi digital dalam 

penelitian administrasi publik, khususnya e-government. 

2. Menyediakan data dan analisis sebagai referensi untuk penelitian atau tugas 

akademik yang berkaitan dengan sistem informasi pemerintahan. 

3. Membantu mahasiswa memahami peran teknologi informasi dalam 

peningkatan kinerja organisasi pemerintahan daerah. 

B. Bagi Perguruan Tinggi 

1. Memperkaya bahan ajar dalam mata kuliah terkait e-government, manajemen 

publik, dan teknologi informasi di sektor pemerintahan. 

2. Mendorong kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi dengan instansi 

pemerintah dalam mendukung transformasi digital. 

3. Menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan praktis di bidang pengelolaan 

sistem informasi pemerintahan daerah, khususnya Sistem Informasi 
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Pemerintah Daerah (SIPD). 

C. Bagi Instansi Terkait 

1. Menyediakan wawasan baru untuk pengembangan kebijakan berbasis 

teknologi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. 

2. Memberikan panduan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Mendorong penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam 

memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk 

mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. 

D. Bagi Masyarakat 

1. Meningkatkan aksesibilitas informasi publik melalui pemanfaatan SIPD secara 

maksimal oleh instansi pemerintah daerah. 

2. Membantu masyarakat memahami manfaat e-government dalam peningkatan 

pelayanan publik. 

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui sistem yang 

lebih transparan dan akuntabel 
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